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Persyaratan Dasar Sebagai Salah Satu Reformasi Utama Dalam PBBR
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Persyaratan Dasar Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha : Pasal 28 PP 28/2025

Pengendalian & 

PengawasanPersyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek yaitu aspek 
ruang, aspek lingkungan dan aspek bangunan 
gedung

2. Merupakan prasyarat bagi Pelaku Usaha sebelum 
bermohon Perizinan Berusaha

1. Terdiri dari tiga dua jenis yaitu Perizinan Berusaha 
KBLI (PB KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha (PB Non-KBLI)

2. Dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha setelah 
memenuhi Persyaratan Dasar

Dasar Hukum baru dan lama yang menjadi acuan 
▪ PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang
▪ Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaran 

Penataan Ruang Laut
▪ Permen LHK 7/2921 tentang Perencanaan 

Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi 
Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan 
Hutan

▪ PP22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan LH

▪ PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung

Dasar Hukum baru yang menjadi acuan
▪ PP28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko (Catatan → beberapa 
ketentuan persyaratan dasar dalam PP / Permen 
sektor dimodifikasi sehingga memudahkan Pelaku 
Usaha)

▪ Permeninveshil 5/2025 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
dan Fasilitas Penanaman Modal

▪ Permen Sektor tentang Standar Usaha dan 
Kegiatan 

Setiap Pelaku Usaha wajib 

memenuhi Persyaratan Dasar 

sebelum bermohon Perizinan 

Berusaha, namun demikian ada 

kondisi tertentu di mana 

persyaratan dasar tidak diwajibkan
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Kriteria Dampak LH dan Persetujuan Lingkungan : Pasal 78 ayat 3 PP 28/2025

❑ Kriteria dampak penting pada LH berpedoman pada kriteria umum yang terdapat di Pasal 23 ayat (1) UU 32/2009
❑ Mandat untuk mengidentifikasi dampak penting pada LH dan dampak tidak penting pada LH berpedoman pada Permen 

LHK 4/2021 yang merujuk pada Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009 
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Kriteria Dampak Lingkungan Hidup : Pasal 147 ayat 4, 5 dan 6 Permeninveshil 2025
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Tahapan Baku Proses Persetujuan Lingkungan

Penentuan jenis dokumen lingkungan hidup (SPPL, UKL-UPL, atau Amdal) 
dan penapisan persetujuan teknis.

Pengajuan permohonan persetujuan teknis (Amdal/UKL-UPL).

Pengajuan permohonan PL atau perubahan PL.

Proses penilaian/pemeriksaan  dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL-
UPL, atau SPPL).

Pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup (Amdl).

Penerbitan PL

❑ Kegiatan usaha lebih dari satu 
KBLI yang terintegrasi dan 
berlokasi dalam satu kesatuan 
hamparan → pengajuan dan 
penerbitan PL mengacu pada 
persyaratan pemenuhan 
dokumen lingkungan yang 
paling tinggi

❑ Bagi kegiatan usaha di laut yang 
tidak menetap, Sistem OSS secara 
otomatis menerbitkan SPPL 
sebagai bentuk PL, kecuali 
ditentukan lain dalam PUU LH.

Tahapan Baku Proses Persetujuan Lingkungan : Pasal 79 PP 28/2025

Catatan → Tahapan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup wajib 
dilalui oleh setiap Pelaku Usaha secara mandiri untuk setiap kegiatan 
usaha, melalui Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS. 



Persetujuan Teknis Untuk Dokumen Lingkungan Hidup Amdal atau UKL - UPL

Pasal 80 – 85 PP 28/2025
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PENTING!!!
Tidak semua 
dokumen lingkungan 
hidup wajib 
dilengkapi dengan 
Persetujuan Teknis. 
Hasil penapisan 
jenis dokumen 
lingkungan hidup 
berupa SPPL tidak 
perlu persetujuan 
teknis. 

Saat ini, proses penapisan dan 
pemrosesan Pertek masih belum 
terintegrasi dengan Amdalnet. Ke 

depannya sistem Pertek akan 
terintegrasi dengan Amdalnet.



PL dengan formulir SPPL melalui pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha

SPPL terbit secara otomatis bersamaan dengan NIB 

Formulir UKL-UPL standar spesifik (disediakan Sistem LH) 
Formulir UKL-UPL standar (disusun sendiri oleh Pelaku Usaha) sesuai 
format peraturan

Pemeriksaan administrasi (SLA 1 Hari)
Tidak benar, perbaikan (1 Hari)

Pemeriksaan Substansi untuk usaha tingkat: 
Risiko R/MR : secara otomatis melalui Sistem OSS
Risiko MT/T (Standar Spesifik): SLA 3 Hari
Risiko MT/T (Standar): SLA 5 Hari
Jika bersamaan dengan Persetujuan Teknis: SLA 15 Hari

Perbaikan (untuk Risiko MT/T) (SLA 5 Hari)
Persetujuan/penolakan diterbitkan (SLA 2 Hari) setelah perbaikan

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup diterbitkan melalui Sistem OSS

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir SPPL 

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir UKL-UPL

Persetujuan Lingkungan Dengan Dokumen Lingkungan Hidup SPPL atau UKL - UPL

PENTING!!!
❑ Metode penapisan jenis dokumen 

lingkungan hidup menggunakan daftar 
kegiatan dan besaran yang terdapat 
pada Permen LHK 4/2021

❑ Apabila kegiatan dan besaran tidak 
ditemukan, penapisan jenis dokumen 
lingkungan hidup menggunakan 
kriteria multisektor yang menapis 
dengan dasar luas lahan, luas lantai 
bangunan dan pemanfaatan air 
baku/air tanah

PENTING!!!
Keberadaan Formulir Standar Spesifik 
akan semakin mempercepatan proses 
penerbitan PKPLH (Persetujuan 
Lingkungan untuk dokumen lingkungan 
hidup UKL – UPL)

PENTING!!!
Menapis kegiatan di Amdalnet yang 
terintegrasi dengan Sistem OSS bukan 
berarti wajib menyusun Amdal atau UKL 
– UPL. Lebih dari 90% kegiatan usaha 
yang ditapis di Amdalnet, dokumen 
lingkungan hidupnya adalah SPPL
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Tahapan Persetujuan Lingkungan 
dengan Dokumen Amdal

Pengisian Formulir 
Kerangka Acuan

Pemeriksaan Formulir 
Kerangka Acuan

Penyusunan Dokumen 
Andal dan Dokumen 
RKL-RPL

Penilaian Dokumen 
Andal dan Dokumen 
RKL-RPL 

Penilaian Administratif

SLA 3 Hari
perbaikan (3 Hari), 
penilaian ulang (1 Hari) 

Penilaian Substansi 
dan Uji Kelayakan 

Rapat tim uji kelayakan LH
Hasil penilaian: Berita 
Acara
Perbaikan (30 Hari), 
Evaluasi (10 Hari)

Tidak menyampaikan 
perbaikan → dihentikan 
→ permohonan 
kelanjutan (180 Hari)

* Penilaian Substansi, Uji 
Kelayakan, Penyampaian 
Rekomendasi SLA 50 hari 

Uji Kelayakan 

Surat Keputusan 
Kelayakan/Ketidaklayakan 
ditetapkan SLA 10 Hari

Penerbitan SK 

Rekomendasi kelayakan / 
ketidaklayakan 
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Persetujuan Lingkungan Dengan Dokumen Lingkungan Hidup Amdal
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Simplifikasi Dokumen Lingkungan

❖ PU menyusun RKL-RPL rinci, dilengkapi Amdal Kawasan 
dan PL Kawasan berdasarkan dokumen PL Kawasan

❖ RKL-RPL rinci 
 → diperiksa dan disahkan oleh Pengelola Kawasan 
 → sebagai pernyataan kesanggupan pengelolaan
 lingkungan hidup (persyaratan dasar PB)

Kemudahan Proses

Risiko R dan MR, dapat memenuhi RKL-
RPL Rinci SETELAH PB terbit

Pembebasan Kewajiban Pemenuhan 
Persetujuan Teknis

❖ Jika tidak membuang air limbah ke badan air
❖ Jika membuang air limbah melalui (IPAL) yang disediakan 

oleh Pengelola Kawasan

*Catatan → Mekanisme Persetujuan RKL RPL Rinci bagi Pelaku Usaha hanya dapat ditempuh jika kawasan memiliki Amdal kawasan. 

Persetujuan Lingkungan Dalam Kawasan : Paragraf 6 PP 28/2025
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Perbandingan Formulir SPPL Dahulu dan Saat Ini

Catatan
❖ Sistem OSS saat ini mengimplementasikan satu 

formulir SPPL untuk satu nomor kegiatan usaha
❖ Formulir SPPL saat ini dilengkapi dengan informasi – 

informasi penting karena statusnya sebagai dokumen 
hukum yang mengikat Pemerintah dengan Pelaku 
Usaha

❖ Lebih dari 90% informasi yang tercantum dalam SPPL 
merupakan produk otomasi sistem (logic dan mapping)

❖ Kolom paling kanan dari Romawi I (Jenis DLH), dapat 
menghasilkan informasi berupa SPPL, UKL – UPL atau 
Amdal, sesuai hasil penapisan. 
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Kemudahan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Secara Mandiri

Penting!!!
❖ Inputan parameter wajib dilakukan secara benar 

mengacu pada data riil. 
❖ Kesalahan input parameter dapat menyebabkan hasil 

penapisan menjadi false – positive, hasil penapisan 
benar namun menjadi keliru secara substansi karena 
data yang diinput salah. 

❖ Sistem Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS, 
saat ini belum dapat melakukan penapisan ulang, 
apabila penapisan pertama false – positive. 

❖ Pengembangan integrasi Sistem Amdalnet dengan 
Sistem OSS tahun 2026 akan menyasar aspek 
fundamental dengan semangat reformatif. 
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Kemudahan Penapisan Kewenangan PL Secara Mandiri

Penting!!!
❖ Secara umum penapisan kewenangan PL mengacu pada Pasal 12 PP 28/2025 
❖ Kegiatan usaha yang berlokasi lokus – lokus (matra) tertentu misalnya perairan 

darat / laut dapat berbeda kewenangan PL-nya dengan di matra darat. Kesalahan 
penginputan dapat menghasilkan kewenangan false  - positive.

❖ Saat ini model mappingan kegiatan di bagian 3 dan 4 murni menggunakan rujukan 
Lampiran I dan II Permen LH / Per-BPLH 22/2025

❖ Ke depannya dengan terbitnya revisi Permen LHK 4/2021, tidak diperlukan 
penginputan secara mandiri di bagian 3 dan 4. 

1

2

3 

4 

5 



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Terima Kasih

Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 – Indonesia
T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go,id
www.bkpm.go.id
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